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SAMBUTAN KEPALA UNIT KERJA 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

Laporan Tahunan Biro Umum Badan POM Tahun 2022 

dapat diselesaikan. Laporan Tahunan merupakan salah satu 

bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang 

telah dilaksanakan oleh Biro Umum Badan POM serta 

sebagai media bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi pelaksanaan kegiatan yang komprehensif di Biro 

Umum Badan POM sepanjang tahun 2022.  

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dasar dan gambaran pelaksanaan tugas dan 

pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih 

baik di masa yang akan datang. Keberhasilan Biro Umum Badan POM dalam mengemban 

tugas dan amanatnya sangat didukung oleh peran aktif pimpinan dan seluruh staf di 

lingkungan Biro Umum serta kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja di Badan POM. 

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, maka kami 

mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang 

akan datang. Kami berharap semoga Laporan Tahunan 2022 ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita bersama dan pemangku kepentingan terkait. 

 

Jakarta,     Maret 2023 

Plt.Kepala Biro Umum  

Badan Pengawas Obat dan Makanan 

 

 

 

Poppy Alia, S.Farm, Apt, M.Epid 
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HIGHLIGHT KEGIATAN 
 

1. Badan POM menjadi Peringkat I Tingkat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan 

Kategori ñSangat Memuaskanò berdasarkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 

2022.  Pengawasan Kearsipan dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, 

kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan K/L untuk 

menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. Penganugerahan Hasil Pengawasan Kearsipan disampaikan oleh Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia dalam acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi 

Kearsipan dan Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 pada tanggal 8 

Desember 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Badan POM melakukan penyerahan arsip statis dan arsip penanganan pandemi covid-

19 pada tanggal 26 Juli 2022 dalam kegiatan Rapat Koordinasi  Penyelamatan Arsip 

Penanganan Covid-19. Penyerahan arsip ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Utama 

Badan POM, Ibu Elin Herlina, Apt, MP kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE)  Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Penyelamatan Arsip Penanganan Covid-19 dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. SE Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 merupakan amanah 

yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, karena arsip penanganan Covid-19 

tersebut akan menjadi warisan yang sangat berguna di masa yang akan datang. Hal ini 

agar generasi mendatang tidak kesulitan dalam mendapatkan informasi-informasi, 

khususnya terkait pandemi. 

3. Badan POM melakukan percepatan implementasi SRIKANDI secara serentak diseluruh 

unit kerja dan UPT sejak 01 Agustus 2022 melalui surat Plt. Sekretaris Utama nomor: B-
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KA.02.2.25.05.22.379. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan implementasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 

implementasi Keputusan Kepala Badan POM Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penerapan 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan.  

 

 

 

4. Pemenuhan Tingkat Kematangan Level Proaktif UKPBJ Badan POM 

Hasil penilaian per 21 Juli 2022, UKPBJ BPOM telah memenuhi kelengkapan atribut 

Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel tingkat 

kematangan UKPBJ (9/9), sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat LKPP Nomor : 

17685/KA/07/2022 Tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan POM 

perihal Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif. dengan telah 

terpenuhinya hal tersebut maka UKPBJ POM akan mengimplementasikan seluruh atribut 

yang telah dibangun agar UKPBJ BPOM berhasil menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan 

di tingkat Proaktif. 
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sumber : https://siukpbj.lkpp.go.id/summary-report/48  

 

5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa BPOM berkriteria Baik  

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator 

'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. 

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal untuk pengukuran tahun 2022 indikator dengan 

bobot penilaian sebagai berikut: 

No. INDIKATOR BOBOT 

1 Pemanfaatan Sistem Pengadaan :  

 a. SiRUP 10% 

 b. e-Tendering 5% 

 c. e-Purchasing 5% 

 d. Non e-Tendering & Non e-Purchasing 5% 

 e. e-Kontrak 5% 

2 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 30% 

3 Tingkat Kematangan UKPBJ 40% 

 

 

 

 

https://siukpbj.lkpp.go.id/summary-report/48
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Predikat nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai berikut: 

 

No. RENTANG NILAI PREDIKAT 

1 100 Istimewa 

2 >90 s.d <100 Sangat Baik 

3 >70 s.d 90 Baik 

4 50 s.d 70 Cukup 

5 <50 Kurang 

 

Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Badan POM sebagai berikut : 

No. Nama K/L SiRUP e-Tendering e-Purchasing Non e-
Tendering & 

Non e-
Purchasing 

e-Kontrak Kualifikasi 
& 

Kompetensi 
SDM PBJ 

Tingkat 
Kematangan 

UKPBJ 

Total 
Nilai 

Predikat 

1 Badan 
POM 

9,8 5,0 4,0 3,4 2,8 14,8 4,00 79,7 Baik 

Sumber data : 

https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/hasilfinalpenilaianindekstatakelolapengadaanklpdtahun2022  

6. Apresiasi atas Capaian Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara 

Periode Semester II Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada KPKNL 

Jakarta IV 

Berdasarkan capaian tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan kekayaan negara 

periode semester II tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2021 pada KPKNL 

Jakarta IV, diperoleh kategorisasi satuan kerja yang terbaik dalam menindaklanjuti 

persetujuan pengelolaan kekayaan negara yaitu Sekretariat Utama Badan POM. 

Sekretariat Utama sebagai unit penerima apresiasi dengan kategori Satuan Kerja dengan 

persetujuan pengelolaan kekayaan negara sebanyak 6 s.d. 10 persetujuan, dengan 

indikator telah menindaklanjuti sebanyak 6 (enam) persetujuan atau 100% dari total 

persetujuan yang diterbitkan. 

7. BPOM memperoleh Anugerah Reksa Bandha Menteri Keuangan RI atas pengelolaan 

BMN tahun 2021, dengan berhasil meraih juara 2 dalam kategori Kualitas Pelaporan 

BMN untuk kelompok Kementerian/Lembaga dengan Satuan Kerja 11 sampai dengan 

100 Satuan Kerja. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri 

Mulyani dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, diterima oleh 

Sekretaris Utama BPOM, Rita Mahyona mewakili Kepala BPOM. Anugerah Reksa 

https://siukpbj.lkpp.go.id/detail/hasilfinalpenilaianindekstatakelolapengadaanklpdtahun2022
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Bandha merupakan perubahan dari kegiatan apresiasi kekayaan negara BMN Awards 

serta Lelang Awards pada tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan berharap 

pengelolaan BMN akan terus dikembangkan guna memberikan nilai tambah kepada 

negara, dengan berbagai upaya dari pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan 

edukasi terkait pengelolaan aset negara. Salah satu upaya ini dilakukan melalui 

pemberian Anugerah Reksa Bandha bagi K/L yang telah mengelola aset negara dengan 

baik dalam setiap prosesnya. Penerima Reksa Bhanda ini nantinya akan menjadi tolak 

ukur keberhasilan bagi K/L lain yang ingin mengembangkan pengelolaan aset negara. 

 

 

8. Renovasi ruang kerja di Gedung Batik Lantai 2 menjadi co-working space yang nyaman 

bagi unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia. 

Kegiatan renovasi juga dilakukan untuk ruang podcast Biro Kerjasama dan Hubungan 

Masyarakat, selain itu juga pemenuhan prasarana seperti meubelair untuk beberapa 

ruang kerja di lingkungan Badan POM Pusat dalam rangka meningkatkan engagement 

pegawai agar tercapainya target kinerja yang ditetapkan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Umum 

merupakan salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan 

pimpinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Umum menyelenggarakan fungsi 

penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; penyiapan koordinasi dan 

pengelolaan barang milik negara; penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah 

tangga; penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan; pelaksanaan 

urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan; serta pelaksanaan urusan tata usaha biro. 

 

Visi 

Sesuai dengan peran dan kewenangan Unit Kerja/ Organisasi, Biro Umum Badan Pengawas 

Obat dan Makanan memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya 

bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024 serta 

RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024 yang berfokus pada 

ñMewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan 

pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian 

yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM 

berkualitas dan berdaya saingò. Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-

2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong, yaitu: 

 

 

άhōŀǘ Řŀƴ aŀƪŀƴŀƴ ŀƳŀƴΣ ōŜǊƳǳǘǳΣ Řŀƴ ōŜǊŘŀȅŀ ǎŀƛƴƎ ǳƴǘǳƪ 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

ōŜǊƪŜǇǊƛōŀŘƛŀƴ ōŜǊƭŀƴŘŀǎƪŀƴ ƎƻǘƻƴƎ ǊƻȅƻƴƎΦέ 
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Misi 

Untuk mewujudkan visi BPOM tersebut, Badan POM telah menetapkan misi yang turut 

mendukung terwujudnya Misi Indonesia 2019-2024 sebagai berikut: 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan 

bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia 

Indonesia 

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan 

 

Tujuan 

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, Biro Umum memiliki tujuan yang tercantum pada 

tujuan Badan POM 2020-2024 yaitu: 

 

 

1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Biro Umum Badan POM dipimpin oleh Kepala Biro Umum yang 

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Utama Badan POM. Sesuai dengan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2022, Struktur organisasi 

Biro Umum terdiri atas: 

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

2. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;  

3. Bagian Rumah Tangga;  

4. Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan; dan  

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas 

pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Umum Badan POM 

 

Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dukungan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Pengadaan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan dukungan pengadaan barang/jasa; dan 

b. penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang/jasa  

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud,dalam pelaksanaan tugas 

sebagai unit kerja pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan 

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan 

barang/jasa. 

2. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi pengelolaan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian 

Pengadaan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:  
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a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara; 

b. pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang 

milik negara; dan 

c. pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara. 

3. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

pengelolaan urusan rumah tangga, persuratan, dan kearsipan. Dalam melaksanakan 

tugasnya, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan urusan rumah tangga; 

b. pengelolaan persuratan dan kearsipan; dan 

c.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. 

4. Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

keprotokolan dan urusan kesekretariatan pimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan 

b. pelaksanaan urusan kesekretariatan pimpinan. 

 

1.3 Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan 

oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup 

dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh pegawai Biro Umum 

dalam berkarya yaitu: 

Ṋ PROFESIONAL, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan 

dan komitmen yang tinggi 

Ṋ INTEGRITAS, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur dan keyakinan 

Ṋ KREDIBILITAS, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 

internasional 

Ṋ KERJA SAMA TIM, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang 

baik 

Ṋ INOVATIF, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini 

Ṋ RESPONSIF/ CEPAT TANGGAP, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah
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BAB II 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA 
 

2.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang 

menentukan perkembangan suatu organisasi atau unit kerja. Dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya, Biro Umum didukung oleh SDM yang berkualitas dan sesuai dengan 

kompetensinya.  Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Biro Umum per 

tanggal 4 November 2022 adalah sebanyak 161 orang yang terdiri atas Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari total kebutuhan 

pegawai sebanyak 144 orang. Profil pegawai di lingkungan Biro Umum ditujukan oleh grafik 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 1. SDM Biro Umum berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jumlah % Laki-Laki Perempuan 

ASN 71 44% 40 38 

PPNPN 90 56% 47 27 

Total 161   99 62 

 

 

Gambar 2. SDM Biro Umum berdasarkan Jenis Kelamin 
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Tabel 2. SDM Biro Umum berdasarkan Usia 

Generasi Usia Jumlah % 

Pre Boomers (1922-1945) 77 - 100 1 0,06 

Baby Boomers (1946-1964) 57 - 76 4 2,63 

Generasi X (1965-1980) 42 - 56 27 17,76 

Generasi Y "Millennial" (1981-1996) 26 - 41 92 60,52 

Generasi Z (1997-2010) 12 - 25 28 18,42 

Generasi Post Z "Alpha" (2011-
Sekarang) 

< 11 - - 

TOTAL   152 100 

 

 

Gambar 3. SDM Biro Umum Berdasarkan Pendidikan 
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Gambar 4. SDM Biro Umum Berdasarkan Golongan 

 

 

Gambar 5. ASN Biro Umum Berdasarkan Jabatan 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dituntut untuk bekerja secara profesional. Upaya pemenuhan/ penyesuaian 

antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya perlu dilakukan secara 

berkesinambungan. Hal ini dapat dipengaruhi dari komposisi keahlian atau keterampilan 

pegawai dengan analisa kebutuhan pegawai pada masing-masing unit kerja. Biro Umum 
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masih memiliki gap antara jumlah pegawai existing dengan jumlah kebutuhan pegawainya 

yaitu sebesar 98 orang pegawai. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya 

adanya perubahan target dari program yang ditetapkan oleh unit kerja, perubahan fungsi 

yang mempengaruhi peta jabatan, perubahan komposisi pegawai seperti pensiun, mutasi 

atau karena perubahan lainnya yang mempengaruhi organisasi. 

 

Tabel 3. Tabel Pemenuhan SDM Biro Umum 

No Jabatan ABK Existing GAP % Pemenuhan 

1. Arsiparis Ahli Utama 1 0 1 0% 

2. Arsiparis Ahli Madya 5 0 5 0% 

3. Arsiparis Ahli Muda 5 2 3 0,4% 

4. Arsiparis Penyelia 5 0 5 0% 

5. Arsiparis Ahli Pertama 4 1 3 0,25% 

6. Arsiparis Pelaksana 10 3 7 0,3% 

7. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 10 5 5 0,5% 

8. Perencana Ahli Pertama 1 0 1 0% 

9. Analis Anggaran Ahli Pertama 1 1 0 1% 

10. Analis Anggaran Muda  1 0 1 0% 

11. Analis Anggaran Madya  1 0 1 0% 

12. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 
Madya 

5 2 3 0,4% 

13. Analis Kebijakan Ahli Pertama 1 1 0 1% 

14. Analis Kepegawaian Ahli Pertama 2 0 2 0% 

15. Analis Kepegawaian Muda 1 0 1 0% 

16. Analis Kepegawaian Terampil 1 2 1 2% 

17. Analis Kepegawaian Mahir 2 0 2 0% 

18. Analis Kepegawaian Penyelia 1 0 1 0% 

19. Perencana Ahli Pertama 1 0 1 0% 

20. Pranata Komputer Terampil 1 1 0 1% 

21. Pranata Komputer Mahir 1 1 0 1% 

22. Pranata Komputer Ahli Pertama 3 2 1 0,67% 
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23. Pranata Komputer Ahli Muda 1 0 1 0% 

24. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli 
Pertama 

36 9 27 0,25% 

25. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 27 5 22 0,18% 

26. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 4 2 2 0,5% 

27. Penata Laksana Barang Terampil 2 2 0 1% 

28  Penata Laksana Barang Mahir 5 5 0 1% 

29. Penata Laksana Barang Penyelia 6 2 4 0,3% 

TOTAL 144 46 100 11,75% 

 

2.1.1 Peningkatan Kompetensi SDM 

Kompetensi SDM berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi 

kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan pada setiap pegawai. Hal tersebut 

mendukung implementasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa setiap PNS wajib memperoleh 

program pengembangan kompetensinya minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dalam waktu 1 

tahun. Oleh karena itu, beberapa jenis peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh 

pegawai di Biro Umum terdiri dari: 

1. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara online (e-learning) yang diadakan 

oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan POM 

2. Coaching dan Mentoring oleh setiap Pimpinan Unit kepada setiap pegawai terkait 

motivasi pencapaian kinerja individu agar dapat memenuhi target yang ditetapkan 

3. Pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi 

dalam membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme 

dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan 

memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi Calon Pegawai Negeri 

(CPNS) di Biro Umum 

4. Tugas belajar ataupun izin belajar diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan 

formal guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh 

pegawai di Biro Umum 
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2.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana prasarana penunjang kinerja pengawasan obat dan makanan sesuai standar 

merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi karena akan berdampak pada peningkatan 

kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya terbatas pada lingkup penyediaan 

laboratorium maupun fasilitas penunjang pelayanan publik tetapi juga fasilitas 

pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang 

memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional untuk 

mendukung mobilitas kerja dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. 

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor selanjutnya memerlukan kerja sama 

dengan mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, sehingga pegawai merasa 

puas dan nyaman yang dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan Badan POM. 

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik juga memperhatikan aspek 

perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, 

pemeliharaan dan penghapusan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

 

2.3 Anggaran 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro Umum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-

063.01.1.432731/2022 tanggal 17 November 2021, Biro Umum mengelola pagu alokatif 

senilai Rp165.256.790.000,00 yang terdiri dari komponen Belanja Barang dan Belanja 

Modal.  Namun dalam pelaksanaannya, terdapat Automatic Adjustment sehingga pagu 

alokatif Biro Umum sampai dengan akhir tahun 2022 senilai Rp137.484.173.000,00. 

Realisasi anggaran Biro Umum TA. 2022 berdasarkan Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) per 3 Januari 2022 sebesar 

Rp137.157.216.109,00 atau 99.76% dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4. Realisasi Anggaran Biro Umum Per Sub Output Tahun 2022 

 

Aplikasi OMSPAN, 3 Januari 2023 

 

Gambar 6. Realisasi Anggaran Biro Umum TA 2022 per Jenis Belanja 

 

Tabel 5. Profil Anggaran Biro Umum TA 2015 sd. TA 2022 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 
 

 

Kegiatan yg mendukung sasaran kegiatan 1 dan Indikator kinerja 1 : 

Pelaksanaan pengawasan kearsipan Tahun 2022 meliputi pengawasan kearsipan eksternal 

dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan 

akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan 

kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai 

Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja 

penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah. 

Hasil Pengawasan kearsipan eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 

Tahun 2022 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang 

dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan 

kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 421 Tahun 2022 tentang Nilai Hasil 

Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2022 

adalah sebesar 96,38 (sembilan puluh enam koma tiga delapan) dengan kategori ñAA 

(Sangat Memuaskan)ò dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 6. Nilai Pengawasan Kearsipan 

Nilai Hasil Pengawasan NHP 2022 Bobot NHP x Bobot 

Eksternal 96,57 60% 57,94 

Internal 96,10 40% 38,44 

Nilai Akumulasi 96,38 

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari 23 

objek pengawasan seluruh unit pengolah (unit kerja setingkat eselon II) dengan nilai terbaik. 

Pengawasan Kearsipan Internal Badan POM dilaksanakan pada bulan Februari s.d Juni 

2022 dengan melibatkan Tim Pengawas yang ditunjuk melalui SK Kepala Badan POM 

SK 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup 

Biro Umum 

IKU 1 Nilai Pengawasan Kearsipan 
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Nomor HK.02.02.1.25.01.22.56 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal 

Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Pengawasan Kearsipan dilakukan terhadap 33 Unit Pelaksana Teknis Kepala Balai Besar 

dan Kepala Balai sebagai Unit Kearsipan II, 40 Unit Pelaksana Teknis Kepala Loka sebagai 

Unit Kearsipan III, dan 30 Unit Kerja Pusat sebagai Unit Pengolah. Nilai Hasil Pengawasan 

Kearsipan Internal Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis setelah perbaikan diperoleh nilai 

sebagaimana pada Lampiran, dengan nilai rata-rata nasional sebagai berikut : 

a) Nilai rata-rata Unit Pelaksana Teknis Balai Besar dan Balai POM: 89,08 

b) Nilai rata-rata Unit Pelaksana Teknis Loka : 69,21 

c) Nilai rata-rata Unit Kerja Pusat : 94,28 

d) Nilai rata-rata Badan POM : 84,19 

Penilaian hasil pengawasan kearsipan internal menggunakan nilai hasil pengawasan di 

tingkat pusat yaitu 30 unit kerja pusat yang sudah diverifikasi oleh Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI) pada 23 Juli 2022. Secara garis besar, perolehan hasil pengawasan unit 

kerja di Lingkungan Badan POM yaitu : 

a) Kategori Sangat Memuaskan (AA) dengan nilai >90-100 : 46 unit 

b) Kategori Memuaskan (A) dengan nilai >80-90 : 24 unit 

c) Kategori Sangat Baik (BB) dengan nilai >70-80 : 11 unit 

d) Kategori B (Baik) dengan nilai 60-70 : >17 unit 

e) Kategori CC (Cukup) dengan nilai >50-60 : 3 unit 

f) Kategori C (Kurang) dengan nilai >30-50: 0 unit 

g) Kategori D (Sangat Kurang) dengan nilai >0-30: 2 unit 

 

Gambar 7. Pengawasan Kearsipan 
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Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja 2 : 

 

A. Pengadaan Sistem Inventory Aset   

 Pengadaan System Inventory Asset adalah kegiatan dalam rangka mewujudkan 

pengelolaan BMN yang tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum. Pada tahun 

2022 Satuan Kerja Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Umum, telah melaksanaan 

pengadaan Barang Milik Negara berupa Aplikasi RFID atau Inventory Asset. 

Pengadaan RFID dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan Barang 

Milik Negara dalam hal update Daftar Barang Ruangan (DBR). DBR merupakan salah 

1 (satu) item dalam pemeriksaan / audit terhadap akuntabilitas Laporan BMN. 

Mengingat banyaknya jenis dan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Utama 

maka diperlukan pemanfaatan system RFID sebagai salah satu inovasi dalam layanan 

pengelolaan Barang Milik Negara. 

 

SK 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup 

Biro Umum 

IKU 2 Indeks Pengelolaan Aset BPOM 
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Gambar 8. Pengadaan Sistem Inventory Aset 

         

B. Penghapusan BMN 

Penghapusan Barang Milik Negara adalah kegiatan untuk menghapus BMN dalam 

kondisi rusak berat (aset tetap) atau expired (persediaan) dari pencatatan dalam 

aplikasi. Proses penghapusan dimulai dari melakukan inventarisasi fisik BMN yang 

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik untuk selanjutnya dilakukan 

persetujuan penghapusan ke Pengelola Barang (untuk BMN yang memiliki dokumen 

kepemilikan dan BMN dengan nilai perolehan diatas 100 juta per unit per satuan) atau 

persetujuan ke Pengguna Barang (untuk BMN yang tidak memiliki dokumen 

kepemilikan dengan nilai perolehan dibawah 100 juta per unit per satuan). Setelah 

persetujuan diperoleh kemudian dilakukan penilaian oleh Pengelola Barang (KPKNL) 

dan hasil penilaian tersebut selanjutnya diumumkan melalui surat kabar/ internet untuk 

proses lelang secara elektronik (e-auction). Setelah lelang dilakukan dan pemenang 

diperoleh, maka Kepala Satuan Kerja membuat Surat Keputusan Penghapusan 

sebagai dasar penghapusan BMN dari aplikasi. Dalam hal ini, proses penghapusan 

yang dilakukan Biro Umum adalah sebagai Satuan Kerja Sekretariat Utama. 

Pada Tahun 2022 penghapusan BMN yang dilakukan antara lain: 

ǒ 6.357 (enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh) unit peralatan dan mesin dengan 

nilai perolehan Rp9.912.432.490,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua belas 

juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sesuai 

persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kepala Badan 

POM Nomor PL.03.09.2.25.12.21.292 tanggal 15 Desember 2021.  

ǒ 8 (delapan) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp4.547.100.000,00 

(empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sesuai 

persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kementerian 

Keuangan Nomor S-8/MK.6/WKN.07/KNL.04/2022 tanggal 17 Januari 2022. 
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ǒ 8 (delapan) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp4.636.745.000,00 

(empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu 

rupiah) sesuai persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari 

Kementerian Keuangan Nomor S-12/MK.6/WKN.07/KNL.04/2022 tanggal 18 

Januari 2022. 

ǒ 15 (lima belas) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan 

Rp4.503.809.100,00 (empat miliar lima ratus tiga juta delapan ratus sembilan ribu 

seratus rupiah) sesuai persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau 

Bangunan dari Kementerian Keuangan Nomor S-13/MK.6/WKN.07/KNL.04/2022  

tanggal 19 Januari 2022. 

ǒ 2.261 (dua ribu dua ratus enam puluh satu) unit peralatan dan mesin dengan nilai 

perolehan Rp9.235.079.601,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh lima juta 

tujuh puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah) sesuai persetujuan penjualan 

BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kepala Badan POM Nomor 

PL.03.09.2.25.06.22.518  tanggal 30 Juni 2022. 

ǒ 446 (empat ratus empat puluh enam) unit peralatan dan mesin dengan nilai 

perolehan Rp4.392.932.704,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta 

sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah) sesuai persetujuan 

penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kepala Badan POM Nomor 

B-PL.03.09.2.25.10.22.766  tanggal 14 Oktober 2022. 

ǒ 2 (dua) unit aset tak berwujud dengan nilai perolehan Rp346.802.500,00 (tiga 

ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai 

persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kementerian 

Keuangan Nomor S-105/MK.6/KNL.0704/2022 tanggal 4 Agustus 2022. 

ǒ 2 (dua) unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp173.287.750 ,00 

(seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima 

puluh rupiah) sesuai persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau 

Bangunan dari Kepala Badan POM Nomor PL.03.09.2.25.05.22.377 tanggal 31 

Mei 2022. 

ǒ 1 (satu) unit sepeda motor dengan nilai perolehan Rp490.000,00 (empat ratus 

sembilan puluh ribu rupiah) sesuai persetujuan penjualan BMN selain Tanah 

dan/atau Bangunan dari Kementerian Keuangan Nomor S-

171/MK.6/KNL.0704/2022 tanggal 14 November 2022. 
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Gambar 9. Penghapusan Barang Milik Negara 

 

C. Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan BMN  

Kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan BMN dilaksanakan dengan 

metode luring untuk peserta pusat dan daring untuk peserta daerah pada tanggal 17-

19 November 2022 di Novotel Hotel, Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya 

menindaklanjuti temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia atas Laporan Keuangan Badan POM. Peserta dalam kegiatan FGD adalah 

pengelola Barang Milik Negara di lingkungan Badan POM seluruh Indonesia dengan 

mengundang narasumber dari Inspektorat Utama Badan POM, Direktur Perumusan 
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Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Direktorat Sistem Informasi 

danTeknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan 

Barang Milik Negara adalah sebagaimana yaitu: 

a. Kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Barang Milik Negara dapat 

mengoptimalkan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara. 

b. Kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Barang Milik Negara membahas solusi 

dari berbagai masalah terkait pengelolaan Barang Milik Negara.  

 

 

D. Pengawasan dan Pengamanan Fisik BMN 

Kegiatan pengawasan dan pengamanan fisik BMN terhadap pengelolaan BMN yang 

dilakukan pada Satuan Kerja untuk menjaga dam melindungi aset-aset pemerintah 

dari potensi masalah sehingga terciptanya suatu tata kelola BMN yang akurat. Hal ini 

akan menciptakan suatu pengendalian BMN sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen dalam mengambil keputusan di bidang pengelolaan BMN. 

Tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Gambar 10. FGD Kebijakan Pengelolaan BMN 
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a. Tersedianya data BMN secara memadai dalam upaya mewujudkan tertib 

administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta mengetahui  kondisi  dan  

keberadaan  BMN  untuk  mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. 

Pengawasan dan pengamanan fisik agar tidak dikuasai pihak-pihak yang 

tidak berkepentingan. 

  

Gambar 11. Pengawasan dan pengamanan fisik BMN pada UPT 

 

E. Penyusunan Kebijakan Rumah Negara 

Penyusunan Kebijakan Rumah Negara dilaksanakan pada tahun 2022 untuk 

menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Badan POM, 

dimana salah satu temuannya adalah Badan POM menerapkan pelaksanaan 

Kebijakan Rumah Negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Biro Umum 

menindaklanjuti temuan tersebut dengan membuat Surat Keputusan Kepala Badan 

POM Nomor 217 Tahun 2022 Tentang Penetapan Status Rumah Negara Dan 

Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 218 Tahun 2022 tentang Kebijakan 

Sewa atas Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan. Dengan disusunnya peraturan tersebut, diharapkan Pengelolaan BMN 

(Barang Milik Negara) terutama pada Rumah Negara semakin tertib Fisik, 

Administrasi, dan Hukum.  
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Gambar 12. Penyusunan Kebijakan Rumah Negara 
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F. Pembangunan E-BMN 

E-BMN merupakan sistem pengelolaan BMN secara elektronik yang terintegrasi 

mampu memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan BMN. E-BMN 

berfungsi untuk Peningkatan pengelolaan BMN di Lingkungan Badan POM secara 

efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari Satuan Kerja pusat sampai dengan tingkat 

Unit Pelaksana Teknik (UPT) vertikal melalui penerapan teknologi sistem informasi 

manajemen E-BMN. E-BMN dapat memonitoring pengelolaan BMN dari tingkat 

Satuan Kerja Pusat sampai dengan tingkat Unit Pelaksana Teknik (UPT) vertikal 

serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang Penilaian kinerja satuan 

kerja dalam mengelola BMN di tempat masing-masing. 

 

E-BMN memiliki 4 modul yaitu: 

1. Penetapan status penggunaan (PSP) BMN digunakan untuk memonitor 

persentase aset yang belum dipspkan. 

2. Penatausahaan digunakan dalam memonitoring usulan RKBMN kepada 

pengguna barang. 

3. Penghapusan digunakan dalam memonitoring persentase barang rusak 

berat yang sudah dihapuskan baik secara penjualan lelang maupun sebab-

sebab lain. 

4. Pemusnahan digunakan dalam memonitoring persentasi persediaan rusak 

atau usang yang sudah dilakukan usulan persetujuan pemusnahan. 

 

 

Gambar 13. Pembahasan terkait E-BMN 
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G. Pemutakhiran Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN 

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN 

diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh 

dari unsur-unsur dalam pengelolaan BMN. Pemutakhiran BMN dilaksanakan sebagai 

upaya monitoring dan evaluasi melalui check and balance transaksi APBN yaitu 

pencatatan perolehan aset yang diterima oleh satuan kerja yang berada di lingkungan 

Badan POM. Kegiatan Pemutakhiran Data dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN 

Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 

sampai dengan 21 Januari 2022 dan Pemutakhiran Data dalam Rangka Penyusunan 

Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 

sampai dengan 16 Juli 2022 dengan melibatkan seluruh Kuasa Pengguna Barang 

(KPB)/ Kasie TOP/ Kasubag Umum dan pengelola BMN satker di seluruh Indonesia. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 14. Pemutakhiran Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN 
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H. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN 

Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN 

(tanah, bangunan, serta BMN selain tanah dan bangunan) untuk menghubungkan 

pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan BMN bertujuan 

agar efektivitas, efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

melalui pengelolaan BMN dapat dicapai. Pada Tahun 2022 dilaksanakan penyusunan 

RKBMN untuk Tahun Anggaran 2024 berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan 

melalui DJKN. Output penyusunan RKBMN merupakan dasar penilaian jumlah 

anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh Satuan Kerja dengan mempertimbangkan 

kualitas dan ketepatan waktu penyampaian serta adanya perubahan ketentuan 

RKBMN. 

 

 

I. Asuransi Gedung dan Bangunan 

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan 

pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan 

Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan 

Gambar 15. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN untuk TA 2024 
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keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab menetapkan rencana pengasuransian Barang Milik Negara dan 

menyusun laporan pengasuransian Barang Milik Negara tingkat Pengguna Barang. 

Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana juga dibutuhkan suatu kebijakan agar 

tercipta suatu tata kelola sarana dan prasarana yang tepat guna dan tepat hasil. 

Objek Asuransi BMN adalah gedung dan bangunan yang memiliki kriteria  

- mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau 

- menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

Besaran premi yang ditetapkan adalah 1,965 per mil atau 0,01965 persen dari nilai 

BMN. penetapan prioritas asuransi BMN berdasarkan Indeks Risiko Bencana 

Indonesia yang ditetapkan oleh BNPB. Pada tahun 2022, yang menjadi objek asuransi 

BMN di lingkungan Badan POM adalah gedung dan bangunan pada Satuan Kerja 

sebagai berikut: 

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Manado 

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Loka POM di Kota Baubau 

3. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai Besar POM di Serang 

4. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Padang 

5. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Bandar Lampung 

6. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Palu 

7. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai POM di Sofifi 

8. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Surabaya 

9. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Loka POM di Kabupaten Ende 

10. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Gorontalo 

11. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Manokwari 

12. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Mamuju 

13. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Jayapura 
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14. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Bengkulu 

15. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai Besar POM di Pekanbaru 

16. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Makassar 

17. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Palembang 

18. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai POM di Kendari 

19. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Banda Aceh 

20. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Jambi 

21. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Bandung 

22. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Medan 

23. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai POM di Pangkalpinang 

24. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Batam 

25. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Semarang 

26. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai POM di Tarakan 

27. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Denpasar 

28. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai POM di Ambon 

29. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Samarinda 

30. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Palangkaraya 

31. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai Besar POM di Banjarmasin 

32. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Balai POM di Kupang 

33.  Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Mataram 

34. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen pada Balai Besar POM di Pontianak 

35. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Laboratorium 

Permanen pada Balai Besar POM di Yogyakarta 

36. Bangunan Gedung Kantor Permanen pada Sekretariat Utama 
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Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan Indikator Kinerja Utama 3 : 

 

A. Pembinaan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

Kegiatan ini dilakukan guna memonitoring dan evaluasi pengelolaan pengadaan 

barang/jasa di satuan kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan seluruh 

Indonesia, terutama satuan kerja di daerah yang berdasarkan evaluasi kinerja dalam 

pengadaan barang dan jasa diperlukan pembinaan, advokasi maupun 

pendampingan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk rapat-rapat, sosialisasi, pembinaan dan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa seperti asistensi yang dilakukan dari mulai 

SK 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup 

Biro Umum 

IKU 3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM 

Gambar 16. Asuransi Gedung dan Bangunan 
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tahap perencanaan, persiapan, pendampingan dalam pengelolaan kontrak, hingga 

manajemen pelaksanaan kontrak. Dalam kegiatan ini selain berkoordinasi di 

lingkungan internal Badan POM, juga melibatkan pakar dari Kementerian/Lembaga 

terkait, terutama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dan 

Pemerintah (LKPP) sebagai instansi pembina pengadaan, ataupun seperti 

Kementerian PUPR sebagai instansi teknis dalam pelaksanaan pengadaan 

konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat, hingga Ahli 

Pengadaan. 

 

Gambar 17. Rapat Koordinasi Persyaratan Kualifikasi Penyedia pada Tender Konstruksi dengan LKPP, Kementerian PUPR, 
dan Kementerian ESDM 

 

Gambar 18. Rapat pendampingan persiapan pengadaan Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan BSL 
2 BPOM di BPOM Batam 
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Gambar 19. Rapat pendampingan pengendalian kontrak pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Kimia Tahap II 
Balai POM di Kendari 

 

  

Gambar 20. Rapat pendampingan pengendalian kontrak pengadaan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung 
Laboratorium Mikrobiologi Tahap II Balai POM Mamuju 

 

Gambar 21. Rapat Koordinasi dengan LKPP terkait pelaksanaan kontrak pengadaan Loka POM di Toba Samosir 
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B. Kematangan Kelembagaan UKPBJ 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan evaluasi baik internal 

maupun eksternal dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) sebagai penilai atas pemenuhan bukti dukung kematangan UKPBJ. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya UKPBJ Badan POM dalam mencapai 

tingkat kematangan UKPBJ Badan POM Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) 

melalui penyusunan regulasi dan standar prosedur operasional pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak 

dan serah terima pekerjaan, serta pemenuhan bukti dukung lainnya dalam 

pengelolaan pengadaan barang/jasa melalui UKPBJ Badan POM. Berdasarkan hasil 

verifikasi dokumen bukti dukung yang disampaikan pada Sistem Informasi Model 

Kematangan UKPBJ (SIMKU), melalui Surat Kepala LKPP Nomor 

17685/KA/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 UKPBJ BPOM telah memenuhi 

kelengkapan atribut untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif) pada 

seluruh variabel tingkat kematangan UKPBJ (9/9) di tanggal 21 Juli 2022. 

 

Gambar 22. Surat Penyampaian Apresiasi atas Pencapaian Kematangan Level 3 Proaktif UKPBJ BPOM 

 

C. Penyusunan Kajian E-Katalog Sektoral 

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari penyelenggaraan Katalog 

Elektronik Sektoral Badan POM. Dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik 

Sektoral terdiri dari Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik yang 

dilakukan dengan tahapan berikut Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelahaan 

Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik, 

Penayangan. Kedua, Pembaruan Informasi dan Penambahan Produk. Ketiga, 
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Penyelenggaraan e-Purchasing (Pembelian secara elektronik melalui Katalog 

Elektronik), dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Katalog Elektronik. 

Dalam pelaksanaannya, UKPBJ Badan POM melakukan koordinasi dengan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai satu-

satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan 

perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini Katalog Sektoral 

Badan POM sudah memiliki 10 (sepuluh) etalase, berikut: 

1. Alat Laboratorium Pengujian Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

2. Alat Tulis Kantor Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

3. Alih Daya Badan Pengawas Obat dan Makanan 

4. Jasa Keamanan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

5. Jasa Kebersihan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

6. Makanan dan Minuman Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

7. Pakaian Dinas Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

8. Reagen Dan Media Mikrobiologi Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

9. Sarana Promosi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

10. Sarana Promosi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

11. Servis Kendaraan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

 

 

Gambar 23. Keputusan Sekretaris Utama Tentang Katalog Elektronik Alat Laboratorium Pengujian Badan POM 
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Gambar 24. Etalase Katalog Sektoral Badan POM 

 

 

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 2 dan Indikator Kinerja Utama 4 : 

 

A. Peningkatan Imunitas Pegawai 

Berdasarkan data pemantauan Covid-19 pada website 

https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan, didapatkan bahwa tren kasus covid-

19 terus meningkat hingga tahun 2022 terutama di Jakarta. Tren kasus covid-19 di 

Jakarta dapat dilihat pada gambar 25. 

 

Gambar 25. Tren kasus Covid-19 di Indonesia 

SK 2 Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro 

Umum 

IKU 4 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum 

https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan
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Kasus covid-19 tertinggi terjadi pada sektor perkantoran, hal tersebut didasari adanya 

kontak erat satu pegawai dengan pegawai lain yang menjadi pembawa pembawa 

vektor. Selain itu, adanya kontak erat yang terjadi selama bekerja delapan jam di 

ruangan tertutup sehingga penyakit mudah menempel dan menyebar. maka, Biro 

Umum berkomitmen untuk selalu mengutamakan kesehatan pegawai, hal tersebut 

dikarenakan pegawai merupakan aset utama pendorong terlaksananya tugas dan 

fungsi Biro Umum secara optimal. Sehingga, peningkatan imunitas pegawai terus 

dilakukan dengan pengadaan berbagai vitamin, masker, dan hand sanitizer.  

Pengadaan imunitas dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:  

1. Pengadaan vitamin D3 1000 IU sebanyak 640 botol, vitamin C 1000 mg 

effervescent 960 tube, dan multivitamin + zink 1000 IU 560 dus pada tanggal 

22 Maret 2022 menggunakan metode pengadaan langsung 

2. Pengadaan masker sensi sebanyak 1200 box pada tanggal 16 Agustus 2022 

menggunakan metode pengadaan langsung secara elektronik 

3. Pengadaan hand sanitizer antis sebanyak 1050 botol pada tanggal 4 November 

2022 menggunakan metode pengadaan langsung 

4. Pengadaan masker sensi sebanyak 1000 box pada tanggal 13 Desember 2022 

melalui menggunakan metode pengadaan langsung 

 Pengadaan imunitas yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum dapat dilihat pada 

gambar 26. 

 

Gambar 26. Pengadaan Imunitas Pegawai 
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B. Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4/6 

Kegiatan perawatan kendaraan operasional dilakukan secara rutin untuk menjamin 

kelancaran kegiatan operasional pegawai Badan POM. Perawatan kendaraan 

operasional terdiri dari komponen biaya service, bensin, dan perpanjangan STNK 

yang dilakukan untuk seluruh kendaraan operasional di Satuan Kerja Sekretariat 

Utama dan kendaraan Pimpinan. Perawatan kendaraan dilaksanakan berdasarkan 

pengajuan permintaan perbaikan kendaraan atau pengajuan rutin. Pengajuan 

permintaan perbaikan kendaraan diajukan dari unit terkait ke Biro Umum memuat 

informasi kerusakan kendaraan. Pengajuan rutin dilakukan apabila kendaraan telah 

mencapai jarak atau waktu yang telah ditentukan, belum ada keluhan maka akan 

otomatis dilakukan pemeliharaan rutin oleh Biro Umum. 

Pada Tahun 2022,  kendaraan yang dimiliki BPOM dan telah dilakukan pemeliharaan 

rutin antara lain sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Data Kendaraan Dinas Badan POM 

No Uraian Jumlah Unit 

1 Kendaraan Dinas R4 Eselon 1 8 unit 

2 Kendaraan Dinas R4 Eselon 2 32 unit 

3 Kendaraan Dinas R4 Operasional 80 unit 

4 Kendaraan Jemputan R6 13 unit 

5 Kendaraan Lainnya 1 unit 

Total 134 unit 
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Dokumentasi kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan 6 dapat dilihat 

pada gambar 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Perawatan Kendaraan Operasional Roda 2 

Pada saat ini Badan POM telah memiliki kendaraan roda 2 sejumlah 56 unit. 

Kendaraan tersebut sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan digunakan 

untuk operasional jabatan eselon IV dan setara eselon IV. Dalam rangka mendukung 

kelancaran pengguna kendaraan operasional roda 2, maka Biro Umum memberikan 

fasilitas berupa perawatan kendaraan operasional roda 2 yang berada di Lingkungan 

Badan POM. Perawatan yang diberikan berupa perpanjangan surat tanda nomor 

kendaraan (STNK) dan servis berkala. Dokumentasi kegiatan perawatan operasional 

roda 2 yang telah dilaksanakan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional 

Gambar 28. Perawatan kendaraan operasional roda 2 
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D. Langganan Daya dan Jasa 

Kegiatan ini merupakan pemenuhan kebutuhan akan listrik, air dan telepon untuk 

seluruh kegiatan operasional Badan POM. Pembayaran biaya langganan daya dan 

jasa dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan. 

   

Gambar 29. Kwitansi Langganan Daya Jasa 

 

E. Perawatan Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan di Lingkungan Badan POM memiliki karakteristik yang 

berbeda beda, maka untuk menjaga gedung dan bangunan selalu dalam keadaan 

baik, Biro Umum melaksanakan pengecekan kondisi fisik secara rutin dan berkala. 

Ruang lingkup pekerjaan perawatan gedung dan bangunan antara lain adalah sebagai 

berikut:  

- Pemeliharaan/Perbaikan Gedung/ Bangunan Kantor 

- Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor 

- Pengelolaan Sampah 

- Penataan Keindahan 

- Rodent/Pest/Termite Control 

 

 

 

 

 


























































































































































